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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 900/710/Bid-IL.1/BPKAD/V/2020
TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN REKENING DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mewujuidkan tertibnya administrasi pengelolaan
rekening milik daerah.

b. agar kegiatan dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar dan tertib
administrasi perlu perlu disusun Standar Operasional Prosedur.

¢. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Palangka Raya.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja
Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578):;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83);



Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang
PedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedurAdministrasiPemerintaha
"

8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12),

0. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK
DAERAH

Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Rekening Milik
Daerah;

Pelaksanaan kegiatan penetapan rekenining milik daerah berdasarkan pada
standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Rava
Pada Tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

ABSIAH, SE

Pembina Tk. I
NIP. 19640308 199011 2 001
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Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Rirokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang

PedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur AdministrasiPemerintaha
-

8. P’eraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12),

9. Peraturan Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK
DAERAH

. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Rekening Milik

Daerah;

. Pelaksanaan kegiatan penetapan rekenining milik daerah berdasarkan pada

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya;

. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
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\*\ .. ABSIAH, SE
%\ Pembina Tk, I
“NIP. 19640308 199011 2 001



